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PEMERINTAH K ABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dharma Praja No. 06 - Gunung Tinggi Batulicin Tanah Bumbu 72171
Telepon/Faximile : (0518) 6076023 e-mail: disdiktanbukab@gmail com,

Website: httpﬂd;sdlkldrahhumbukab go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR: 800/ (f# -KP/DISDIK/2016

< TENTANG

PEMBERL&H IZIN OPERASIONAL SEKOLAII JIEINJANG SEKOLAI DAUAR
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-nimbang
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KABUPATEN TANAH EUNEU
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENCIDUTAN

Surat Kepala Unit Pendidikr. Kecamatan Simpany Empat
Nomor: 421.2/146-LL/UPK-DISDIK/2016 hmgjuﬂ 04
Agustus 2016 tentang Permohonan Izin Opcrasional
Sekolah Dasar;

Surat Kepala Unit Pendiditan Kecamatan Muzan Hulu
Nomor: 421.2/094- SDKU{’-x KHU/DISDIK/2. .6 -tanggal
04 Agustus 20016 tentany “crmohonan Izt «Jporasional
Sekolah Dasar;
— "

Surat Kepala Unit Penclidikan Kecaniatan Kusan Hilir
Nomor: 820/179-KP/UPK/DISDIK/2016 tanyual 04
Agustus 2016 tentang Permohonan Izin Ogpcrasional
Sclkolah Dasar;

Surat Kepala Unit "Vendidikan Kecamatan ilatulicin
Nomor: 800/K19-DS/UPK/DISDIK/2016 wingzal 04
Agustus 2016 tentang Permohonan Izin Ogcrasional
Selcolah Dasar;

Surat Kepala Unit Pendidiltan Kecamatan Karanz Bintang
Nomor: 421/134/UPK-CI5DIK/2016 tanggal 04 Agustus
2016 tentang Permohwnan lzin Operasional Sckolah
Dasar;

Surat Kepala Unit Pendidikuan Kecamatan Satul Nomor:
421.2/149-DS/UPK-Satui 2016 tanggal 04 Azustus 2016
tentag Izin Opersional Sekolzh Dasar;

Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk le ulitrs, dasar
beroperasi, dan kepentingan administrasi  lainnya
sebagaimana dimaksud dalam hurufa, b, «, d, e, dan [,
vang nama sekolahnya pada lampiran kepul: . zan ini perlu
diterbitkan SK lzin Opera.iciial Sekolah dari vepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Tanai: Bumbu;
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Mengingat

Tanah Bumbu; ......

Undang-Undang nomor 2 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republ'i Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomoer 2 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan - di Provinsi kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Yahun 2003 MNomor 22,
Tambahan Lembaran Negoia Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nosor 78, Tam bahar: Lembaran
Negara Republik Indonesi:.  Jomor 4301);

Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintah.a:: Daerah
(Lembaran Negara Republilt Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik !ndonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah belcrapa kali
dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 208 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembarun Negara
Republilk Indonesia Tahun 2008 Nomor_ 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201! tentang
Pembentukan Peraturan - rundang-undangan (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Momor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Peraturan Pemerintah Nowor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidil.a (Lembaran Negar: Republik
Indonesia Tahun 2005 MNomor 41, Tambahan i.embaran
Negara Republik Indonesic. Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyulicnggaraan
Pemerintah Daerah (Lem:ican Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomeor 167, Tambahan Lembuaraa Negara
Republik Indonesia Nomo. 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemecrintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Perintaliznn Dacerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republil: Indonesia
Tahun 2007 Nomeor 82, Tambahan Lembarun Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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Nomor 1737);......

Perzturan Pdemerintah Nomwor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Dacran (Lembaran Negare Republik
Indonesia Tahun 2007 [iosmor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47410;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tenlang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

"Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republkik Indonesia Nomor 23, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3103)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan .'vmerintah
Nomor 66 Tahun 2010 teuntang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tuhun 2010 tentang ‘cngelolaan
dan Penyelenggaraan endidikan (Lembes:..@ Negara
Republik Indonesia Takor 2010 Nomor 112, "ambahan
Lembaran Negara Republils indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Dalan: Negeri Nomor 54 tilan 2009
tentang Pedoman Tata [Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Dacrah;

Peraturan Menteri Dalarm Negeri Nemor 1 Tuhun 2014
tentang Pembentukan PProduk Hulkum™ Dacrah  (Berita
Negara Republik Indones = Tahun 2014 Nomor 320);

Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional — Nomor
060/U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sclolah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudulan, Tugas
Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah l[Kabupaten
Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupal-n Tanah
Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagian tcluh diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Perubahan Keduwa Atas Peraturan Dacrah @ Kabupaten
Tanah Bumbu Nomoer 16 Tahun 2007 (entang
Pembentukan, Kedudukun, Tugas Pokok, dz. Susunan
Organisasi Dinas Dacrah Kabupaten Tanoli Bumbu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu T:zhun 2014
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kaliipoten Tanah Bumbu Nomor ¢
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yaas Menjadi
Kewenangan Pemerinial. Daerah Kabupaticn Tanah
Bumbu (Lembaran Dacruh Kabupaten Tanaiz Bumbu
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Tanah Bumbu: Nomor 20);
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Nomor 20);......

Peraluran Dacrah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja
Daerah Tahun Anggaoan 2016 (Lembaran  Dacrah
Kabupalen Tanal Bumb.. tahan 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
TANAH BUMBU TIENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR.

Pemberian [zin Operasional Sekolah Jenjang Sckolah
Dasar di Kabupaten Tanah Bumbu.

Memberikan Izin Operasional Sckolah Jenjang Sckolah
Dasar kepada nama sekolah sebagaimana yang lercantum
dalam lampiran keputusan ini.

Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan
belajar mengajar sekolah tersebut, periu dipe.+'. pkan hal-
hal sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan keadaan sckolah Dalk tenaga
pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana
yang sclalu diperlukan dalani-pfoses pendidikan dan
pembelajaran. =

2. Mempersiapkan ten-ga cdukatil yang diperiukan
sesual dengan kurilkuium yang berlaku,

Segala biaya vang timbui akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
Anggaran 2016,

Keputusan ini berlaku muiai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal, #5 asestus 2016

7 Dinas Pendidilan
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LAMPIRAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR  : 800/ /A# -KP/DISDIK /2016

TANGGAL Agustus 2016

TENTANG : Pemberian lzin Operasional
Jenjang Sekolah Dasar.

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH DASAR
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

SDN 2 PASAR BARU

NAMA SEKOLAH || ITPEN ALANAT
‘ [ s :
:' SDN 1 TUNGKARAN PANGERAN | 30202641 Kec. Simpang Empat
: SDN 1 TELUK KEPAYANG ‘ 303025649 Kee. Kucan Hulu
4 30323607 i Kee. Kusan hilir

|

SDN BATU BAHALANG
SDN 1 MANUNGGAL

SDN 1 SUNGAI DANAU

30305687 Kee. Balulicin
30503748 Kec. Karong Bintang
—~

30303572 ~ Kee. Satui
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